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TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

pahwa sehubungan dengan perkembangan vyang tidak sesuai
dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan
benggeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis
belanja. keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun
anggaran berjalan, maka perlu ditakukan perubahan APBD tahun
anggaran 2015 ' |

bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun
anggaran 2016 tanggal 15 Agustus 2016 dan berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan 249 tanggal 29 Desember 2015 dan Peraturan
Menteri Keuangan 259 ta@?cr'?m Desernber 2015.

bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 203/ KRS
BPKAD/ 2016 tanggal 21 Maret 2016,

bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Perubahan
APBD tahun anggaran 2016 perlu ditetapkan ‘dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Peruikal Abab Lematang llir.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor

~ 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tanurr 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 4844y

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan _
Negara (Lembaran Negara:Repubtik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5. Tambanan Leniaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355):

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tanun 2004 Nomor 53. Tambahan lLembaran Negara
Republir Indonesia Nomor ,4389): ' ' |
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelclaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan -
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400):
Undang-Undang Nomeor 25 Fahun 2004 téntang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional. (Lembaran T(Jeg'ara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421); , ‘

Undang-Undang Nemor 33 Tahun 2004 tentahg Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438):

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan
Kabupaten Penukal Abab Lematang ilir {Lembaran. Negara Republik
Indenesia Tahun 2013 Nomor 22):

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembinaan
dan Pengawasan zatas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republix Indonesia Tahun 2004 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 4090);
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomeor
136. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574)

Peraturan pemeriniah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Norror 138, Tambahan Lembaran Negara Repubiik
indonesia Nomor 4576);
Peraturan Pemerntah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
{Lembaran Negara Republik !ndonesia Tahun 2005 Nomor 139
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577):

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578}

Peraluran Pemerintan Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Fengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah {Lembarain Nagara Repubiik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165. Tambanan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4583)
Peraturan Pemerintan Nomor 8 Takun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja !nstansi Pemerintah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomer 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomaor 4614);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
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18, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2012 Nomar 57
Tambahan Lembaran Negara Répub!i&‘ Indonesia Nomor 5272);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedaman  Pengelolaan  Keuangan Daeran sebagaimana teiah
bebe. . '+ “iubah, terakhir dengan Peraturan’Menteri Datam
Negeri No: 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Mo i Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Peng--claan Keuangan Daeranh (Berita Negara Republik
Indongsia Nomz- 310y

< Peraturan Meniri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pemberian Hib:n dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapaan o, Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2717 Nomor 450} sebagaimana telah diubah dengan
Peramirs lemen Daam Negeri Nomor 3% Tahun 2012 tentang
Perubunrzi atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun

2011, tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540):

21, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAR LEMATANG ILIR
dan T~
BUPATI PENUKAL ABAR LEMATANG iLIR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA -«
LAERAH TAHUN ANGGARAN 2016,

} Pasai 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 SEMULA berjumiah Rp

. 858.636.980.706, 26 berkurang sejumlah (Rp 21.511.971.740,59) sehingga MENJADI Rp
837.125.008.965,67 dengan rincian sebagai berikut -
1. Pendapatan :

a. Semula Rp 858.636.980.706,26
4 b. Bertambah/(berkurang) (Ro_ 21.511.971.740 58)
1 Jumlah Pendapatan seteizh Perubahan Rp 837.125.008.965 67
5 2. Belanja
a. Semula Rp 858.710.302.439.50
.« b Bertambah/{berkurang) LE{Q___JQ_._‘LS_S_;SQZLMS 45)
Jumlah Belanja setelah Perubahan o Rp 839.554.735.194 05
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan (Rp 2.429.726.228,38)

3. Pembiayaan
a. Penerimaan
1) Semula . Rp 73.321.733,24
~2y Bertambah:‘(be:kurareg) (Rp _22_.3_’;6__4_@&;4_9_5@4)
Jumiah Penerimaan seteiar, Perubanan Rp 2.428.726.228 38
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~ b Pengeluaran : S
1) Semula Rp =~ 0,00

2) - Bertambah/{Berkurang) Bp.. 0,00

Jumlah pengeluaran setelah Perubzahan - Rp 000

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Par ubanan - Rp . -2.429.726.228,38
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sételan Perubahan Ro =~ 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerzh sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdm dari
a. Pendapatan Asli Daerah
1) ‘Semula Re  32.898.491.588,26
- _ 2) Bertambah/(berkurang) (Rp___2.373.453.447.00). o
: ‘ Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan  Rp  35.271.945.033,26

b. Dana Perimbangan

1) Semula Rp 662.350.632.000:00
2) Bertambah/({berkurang) Rp 2.305.484 395,00

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubanan - Rp 664.655.126.395,00

c. Lain-fain Pendapatan Daerah yang sah
1) Semula Rp. 163.387.857.120,00
2) Bernambah/(Berkurang) {Rp. 26.180.919.582.59)
Jumlah Lain-tain Pendapatan Daerah yang sah _
setelah perubahan _ Rp 137.196.937.537 41

(2) Pendépatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari 'jenié"

pendapatan: ‘ R
a. Pajak Daerah

1) Semula Rp 15132.670.673,26

2) Bertambah/{Berkurang} Rp. . 000

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp 15.132.670.673.26

b. Retribusi Daerah

Qi 1) Semula Rp.  6.699.940.176.00
2) Bertambah/(Berkurang) {Rp._._4.731.940.176.00) :
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp 1.968.000.000,00

c. Lain-lain pendapalan asu daerah yang san. '
1) Semula Rp. 11.065.880.737.00
2} Bertambah/(Berkurang) Rp. ~ 7.105.393.623.00
Jumlah lain-fain pendapatan asli daerah yang sah

setelah Perubahan Rp  18.171.274.360,00
(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis
L pendapatan : ‘

a. Dana Bagi Hasil

1) Semula Rp. 244.447 302.000,00

2) Bertambah/(Berkurang)  (Rp. 34.935.628 505.00) .

Jumlah Dana Bagi Hasi! setefah Perubahan - Rp 209.511.672.395.00
b.  Dana Alokasi Umum

1) Semula Rg 319.054.010.000,00

2)_ Bertambah/(Berkuramg Rp C.00

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp 319.054.010.000,00




Dana Alokasi Khusus o

1} Semula Rp 98 849.320.000,60

2) Bertambah/{Berkurang;  Rp  17.241,124.000,00 -
Jumiah Dana Alckasi Khusus setelah Perubahan Rp 136.080.444.000,00

o

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) huruf ¢
terdiri atas jenis pendapatan : :
a. Dana Bagi Hasit Pajak dan Provins: gan Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula: Rp. 29.893.810.290,00

2) Bertambah/(Berkurang) (Rp.9.143.059.002 09)

Jumlah Dana Hibah setelah Perubahan Rp 20.750.751.287,91
b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah Khusus

1) Semua Rp. 20.204,.160.000,00

2) Bertambah/(Berkurang)  (Rp. .8.624.999.750.00)

Jumlah dana Darurat setelah Perubahan Rp 11.579.160,250.00

¢. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula Rp. 52.446,995.250,00
2) Bertambah/(Berkurang)  (Rp._7.525.968.830.50) _
Jumlah dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan Rp 44.921.026.419.50

d. Pendapatan Lainnya .
1) Semula Rp 60.842.891.580.00
2) Bertambah/(Berkurang} (Rp 886.892.000,00)
Jumlah dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

setelah Perubahan : Rp 59.945.999.580,00

Pasal 3
Be'anja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari -
a. Belanja Tidak Langsung
1. Semuia Rp. 220.037.787.042,00
2. Bertambah/(Berkurang)  Rp. __ 7.682.141.033.91 .
Jumlah Belanja Tidak Langsung setefah Perubahan Rp 227.619.928 07591
b. Belanja Langsung '

1. Semula Rp 638,672 515397 50
2. Bertambah/(Berkurang) (Rp__26.737.708.279.36)

Jumiah Belanja Langsung setelan Perubahan Rp 611.934.807.118,14

2. Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf a terdiri dari

jenis belanja
a. Belanja Pegawai _
1. Semula ' Rp 145.812.845.042,00
2. Bertambah/{Berkurang) Rp  11,238,405.679,91
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp 167.051.250.721.81

b. Belanja Ribah :
1. Semula - Re 4.950.000.000,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp __ 2.220.000,000.00
Jumlah Belanja tibah seielzn Perubahan Rp © 7.170.000.000.00

c. Belanja Bantuan Sosial

1. Semula Rp 845.000.000,00

2. Bertambah/(Berkurang) (Rp '300.000.000,00)

Jumlah Belanja Bantuan Sosiat setelah Perubahan Rp - 545.00C.000,00

s
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. Belanja Bantuan Keuangan ~Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota  daj
FPemerintah Desa o
1. Semula Rp 67.429.942.000,00
2. Bertambah!(Berkurang) (Rp 5.576.264 646.00)
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada '
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerint_ah Desa

setelah Perubahan Rp 61.853.677.354.00

e. Belanja Tidak Terduga
1. Semua Rp 1.000.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang) {Rn 0.00)
Jumiah Befanja Tidak Terduga selelah Perubahan Rp 1.000.000.000,00

. Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf b.terdiri dari jenis :
a. Belanja Pegawai

1. Semuia Rp  9.519.563.664,00
2. Bertambah/(Berkurang) Rp 627.800.236.00
Jumlah Eclanja Pegawai setelah Perubahan Rp 10.147.363.900.00

b Belanja Barang dan Jasa
1. Semuia Rp 230.145.049.197,00
2. Bertambah/{Berkurang) Rp _23.508.498.912.64
Jumtah Belanja Barang dan Jasa setelah
Perubahan Rp 253.653.548.109 64

¢. Belanja Modal ,
1 Semula Rp 399.007.902.536.50
2. Bertambah/(Berkurang) | (Rp_ 50.874.007.428.00)
Jumlah Belanja Modal setelah
Perubahan Rp 348.133.895.108,50

Pasal 4

1. Pembiayazn Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
a. Penerimaan

1. Semula Rp 73.321.733,24
] 2. Bertambah/(Berkurang) Rp 2.356.404.495 14
Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp 2.429.726.228 38
b. Pengeluaran
1. Semula Rp 0,00
2. Bertambah/(Berkurang) Rp 0.00
Jumlah pangeluaran setelah Perubahan Rp. 0,00

2. Jumlah penzrimaan dimaksud gpada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
pembiayaan:
a. SILPA tahun anggaran sebelumnya:

1. Semula Rp 73.321.733,24
2. Bertambah/(Berkurang) Rp - 0,00
Jumiah SILPA setelah Perubahan Rp . 73.321.733.24
b SILPA BLLUD dan JKN tahun anggaran sebelumnya;
1. Semula Rp. 0,00
2. Bertambah/(Berkurang) Rp 2.356.404.495 .14

Y]

¢

Jumlah SILPA setelah Perubahan Rp 2.356.404.495,14




Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubshan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeranh-

sebagaimana dimaksud dalam pasal 1. tercantum pada Lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1.
2.

8.

Lampiran |
Lampiran l|

. Lampiran ill

. Lampiran IV

Lampiran Vv

.-Lampiran VI

. Lampiran Vil

Lampiran Vil

Lampiran 1X

Ringkasan Perubahan APBD: -
Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah
Daerah dan Organisasi SKPD:
Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintah Daerah,
Organisasi SKPD, Pendapatan. belanja dan Pembiayaan:
Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut urusan Pemerintah
Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan:
Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara:
Daftar Perubahan Jumiah Pegawai Per Golongan dan Per
Jabatan:
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan
dengan Peraturan Daerah:
Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang
belum diselesaikan dan dianggarakan kembali dalam tahun
anggaran ing
Oaftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Rancangan Penjabaran Anggaran
Penclapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasicnal nelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetanuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah.
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